BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Programprioritas merupakan program-program yang secara khusus
berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Bab
sebelumnya telah menampilkan daftar program-program prioritas berikut

keterkaitannya dengan sasaran yang dituju.

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau
program unggulan (dedicated) Walikota dan amanat/kebijakan nasional yang
definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana.Program prioritas I
harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental,
berskala besar dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi,
memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada
capaian visi dan misi daerah. Bagi program prioritas I, menjadi tanggung jawab

bersama Kepala OPD dengan Walikota pada tingkat kebijakan.

Pada periode 2015-2019, prioritas I Kota Bogor mencakup enam bidang meliputi:
1. Penataan transportasi dan angkutan umum;
2. Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota;

3. Penataan dan pemberdayaan PKL;

4. Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang TerbukaHijau (RTH)

lainnya;
S. transformasi budaya dan reformasi birokrasi; dan

6. Penanggulangan kemiskinan. Masing-masing dari keenam bidang prioritas ini
kemudian dijabarkan menjadi berbagai program, baik sebagai program
prioritas (yang berkorelasi langsung dengan pencapaian enam bidang
prioritas), program wajib (program-program untuk memenuhi dan
melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah), maupun program rutin yang
menjadi  pendukung.Program-program  tersebut, berikut  pendanaan

indikatifnya disajikan pada tabel berikut.
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Tabel VIII. 1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Bogor

SELURUH OPD

Pelayanan Pemenuhan 12 12 110.659 12
Administrasi kebutuhan dasar
Perkantoran operasional SKPD

(Honor pegawai

non PNS, ATK,

Barang cetakan.
Peningkatan Hasil evaluasi 40 45 210 50
Pengembangan Sistem LAKIP SKPD yang
Pelaporan Capaian memenuhi kriteria

Kinerja dan Keuangan minimal "Cukup"
(%)
Penyusunan 100 100 200 100
laporan
pemerintahan
daerah (LPPD,
EKPPD, ILPPD)
tingkat kota (%)
Penyusunan 100 100 2.100 100
dokumen
perencanaan
(Renja SKPD) dan
laporan
akuntabilitas
(LAKIP, LKPJ,
LPPD) secara tepat
waktu (%)

Akuntabilitas 4 4 4
Kinerja BUMD

Peningkatan Sarana Pemenuhan 100 100 103.117 100
dan Prasarana kebutuhan
Aparatur inventaris kantor
(%)
Inventaris kantor 100 100 100
yang terpelihara
(%)

Peningkatan Kapasitas Peningkatan 60 70 30.294 75
Sumber Daya Aparatur kualitas SDM
dalam pemenuhan

113.980

210

220

2.100

106.211

21.174

12

55

100

100

100

100

75

117.383

210

220

2.310

109.397

21.474

229

12

60

100

100

4

100

100

80

120.909

210

250

2.310

112.679

21.974

12

65

100

100

4

100

100

80

124.55
8

210

375

2.520

116.05

22.474

12

65

100

100

100

100

80

Seluruh OPD (44 OPD)

Inspektorat

Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)

Seluruh OPD(44 OPD)

Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)

Seluruh OPD(44 OPD)

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan



Pengembangan

Komunikasi, Informasi

dan Media Masa
URUSAN WAJIB

PENDIDIKAN

Peningkatan

Pendidikan Anak Usia

Dini

Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9
Tahun

kompetensi
jabatan (%)

Persentase
aparatur OPD yang
ditingkatkan
kapasitasnya (%)
Pembangunan SIM
OPD

Persentase PAUD
yang memiliki
sarana dan
prasarana
belajar/bermain
(%)

Persentase PAUD
yang telah
menerapkan
manajemen
berbasis sekolah
(MBS)(%)
Persentase
Akreditasi satuan
pendidikan PAUD
- PAUD Formal (%)

- PAUD Non
Formal (%)

Jumlah PAUD
Negeri

Rasio Guru dengan
Siswa SD/MI

Rasio Murid
dengan Rombel
SD/MI

Jumlah sekolah
yang melayani
pendidikan inklusif
SD

10

23

45

25

45,93
18,65

20

50

30

45
25

1:26

1:32

1.388 55

35

55
31

24.807 1:27

1:32

2.100

1.488

25.551

20

60

40

65
37

1:28

1:32

2.100 20

1.638 65

45

75
43

26.318 1:28

1:32

10
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2.100 20

1.838 70

50

100
50

27.107 1:28

1:32

11

2.100

48

2.088 70

50

100
50

2

28.920 1:28

1:32

11

Seluruh OPD(44 OPD)

Seluruh OPD(44 OPD)

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan



Persentase Sekolah 69,77
yang memiliki
Perpustakaan

SD/MI(%)

Jumlah siswa SD/
MI yang menerima
bantuan BOS

Persentase ruang 77,31
kelas SD/MI yang

memadai(%)

Rasio Murid 1:34
dengan Rombel
SMP/MTs

Persentase Sekolah
yang memiliki
Perpustakaan
SMP/MTs(%)

69,66

Persentase Jumlah
ruang kelas
SMP/MTs yang
memadai (%)

87,25

Jumlah SMP yang 3
mengadakan

Kelompok Ilmiah

Remaja (KIR)

Pendidikan Menengah Rasio Murid 1:33

dengan Rombel
SMA/MA/SMK

Persentase Sekolah 66,67
yang memiliki
Perpustakaan
SMA/SMK/MA(%)

113.433 113.58

3

79

1:32

70

88

1:32

68

113.783

80

1:32

72

90

22.256  1:31

70

22.924

113.933

82

1:31

74

92

1:30

72

23.612

231

114.046

84

1:30

75

94

10

1:29

24.320

114.171

86

1:29

76

96

12

1:28

74

25.049

114.171

86

1:29

76

96

12

1:28

74

70 71 73 75 77 80
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Manajemen Layanan
Pendidikan

Jumlah jam efektif
pembelajaran
MULOK tingkat
SMA/MA/SMK
(jam)

Jumlah siswa 14.997
SMAN/SMKN yang
menerima bantuan

BOS

Persentase ruang
kelas SMA/SMK
yang memadai(%)

93,29

Jumlah SMA/SMK 4
yang mengadakan
Kelompok Ilmiah

Remaja (KIR)

Persentase sekolah 85
berbasis TI (%)

Persentase 65
pemenuhan

Kebutuhan

Administrasi

Sekolah disemua
Jjenjang(%)

Persentase Guru S
Berprestasi

disemua jenjang

(%)

Sosialisasi sistem 8
pendaftaran siswa

baru melalui PPDB
online

Persentase 100
Pemutakhiran
sistem PPDB (%)

15.147

94

86

65,05

10

100

18.989

15.250

95

87

65,08

14

100

19.558

15.325

96

88

70

18

100

20.145

232

15.390

97

89

70,02

22

100

20.750

15.440

98

10

90

70,04

24

100

21.372

15.440

99

10

90

70,06

24

100

4 4 4 4 4 4 4

Dinas Pendidikan



Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Pendidikan Non-
Formal

Persentase
Kualifikasi
Pendidik PAUD (%)

Persentase
Kompetensi
Pendidik PAUD

(%)
PersentaseKompete
nsi Tenaga
Kependidikan
PAUD(%)

Persentase
Kualifikasi
Pendidik SD (%)

Persentase
Kompetensi
Pendidik SD (%)

Persentase
Kompetensi Tenaga
Kependidikan SD
(o)

Persentase
Kualifikasi
Pendidik SMP (%)

Persentase
Kompetensi
Pendidik SMP (%)

Persentase
Kompetensi Tenaga
Kependidikan SMP
(%)

Persentase
Kualifikasi
Pendidik
SMA/SMK (%)
Persentase
Kompetensi
PendidikSMA/SMK
(%)

Persentasebuta
huruf usia 15-55

21,26

44,11

33,89

67,88

67,68

86,76

62,77

88,56

57,45

99,88

23 488 24 503 25 518 26 534 27 550

45

34

68

54

68

87

63

45

89

58

99,90

46

35

69

55

69

88

64

46

90

59

1.405 99,92

47

36

70

56

70

89

65

47

91

60

175 99,94

48

37

71

57

71

90

66

48

92

180 99,96

233

38

72

58

72

91

67

93

62

225 99,98

27 Dinas Pendidikan

49

38

72

58

72

91

67

49

93

62

23 99,98 Dinas Pendidikan



tahun yang
tertangani(%)

Persentase Peserta 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
paket A bagi

penduduk usia

sekolah yang

belum bersekolah

SD/MI (%)

Persentase Jumlah 90 92 94 96 98 100 100
kelulusan peserta

didik yang

mengikuti ujian

kesetaraan (%)

Persentase satuan 16 17 18 19 20 21 30%
pendidikan non

formal yang sudah

terakreditasi(%)

Persentase Kursus- 100 100 100 100 100 100 100
kursus/pelatihan

yang dibina secara

terus menerus(%)

Persentase 75 76 80 85 90 95 95
Lulusan kursus

keterampilan dan

pelatihan yang

dapat memasuki

dunia kerja(%)

Persentase 100 100 100 100 100 100 100
Pemenuhan

jumlah tenaga

pendidik,

instruktur, atau

penguji praktek

dari kursus-

kursus/pelatihan

yang diperlukan

(%)

Persentase 80 81 83 84 85 86 86
Kualifikasi
Pendidikprogram
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kesetaraan (%)

PersentaseKompete
nsi
Pendidikprogram
kesetaraan(%)
PersentaseKompete
nsipendidik
Lembaga Kursus
dan Pelatihan
(LKP)(%)
Persentase jumlah
kursus-
kursus/pelatihan
yang memiliki
sarana dan
prasarana minimal
sesuai dengan
standar teknis
yang ditetapkan(%)

Ratio modul Paket 1:

A terhadap warga
belajar

Persentase
kelulusan Paket
A(%)

Ratio modul Paket
B terhadap warga
belajar(%)
Persentase
kelulusan Paket
B(%)

Ratio modul Paket
C terhadap warga
belajar

Persentase
kelulusan Paket
C(%)

Kendaraan
perpustakaan
keliling (unit)

80

45

80

100

100

100

100

05

81

46

81

1:04

92

90

89

91

100

83

50

83

1:03

94

91

90

92

100

84

55

86

1:02

96

92

91

93

100

85

60

89

1:01

98

93

92

94

100
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86

65

92

1:01

100

94

93

95

100

86

65

92

1:01

100

94

93

95

100



KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

Peningkatan
Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Persentase Diniyah
Takmiliyah yang
dibantu

operasionalnya

Persentase Jumlah
kunjungan
masyarakat miskin
di sarana
kesehatan dasar
yang terlayani (%)
Persentase
kunjungan
masyarakat miskin
di sarana
kesehatan rujukan
yang terlayani (%)
Persentase
integrasi jamkesda
ke JKN (jumlah
peserta Jamkesda
yang
diintegrasikan ke
BPJS dibagi
jumlah peserta
Jamkesda) (%)

Persentase
pelayanan ibu
hamil (K4)(%)
Persentase
persalinan yang
ditolong oleh
tenaga
kesehatan(%)

Persentase
Komplikasi ibu
bersalin yang
ditangani (%)

Persentase
Pelayanan KB
Aktif(%)

NA

100

100

96

92

75,6

60,07

40 50 60 70 80 80

100

100

30

96

92

76

61

36.000 100

100

66

900 96,5

92,5

77

62

34.000

1.150

100

100

100

93

78

62,5

34.000 100 35.000
100
100

1.200 97.5 1.300

93,5

79

63

236

100

100

100

98

94

80

63,5

35.000

1.350

100 Dinas Kesehatan

100

100

98 Dinas Kesehatan

94

80

64



100 100 100 100 100 100

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita

Upaya Kesehatan
Masyarakat

Persentase
pelayanan
kesehatan
neonatus lengkap
(KN Lengkap)(%)

Persentase
Komplikasi
neonatus yang
ditangani(%)

Persentase
pelayanan
kesehatan bayi
(kunjungan

bayi) (%)
Persentase
pelayanan anak
balita (kunjungan
Balita)(%)

Jumlah kunjungan
masyarakat di
sarana kesehatan
dasar

Persentase
kunjungan remaja
yang melakukan
konseling(%)

Persentase sekolah
yang memiliki
Perconselor(%)
Persentase sekolah
yang memiliki guru
terlatih PKPR(%)
Persentase sekolah
memiliki Dokcil(%)

Persentase kasus
Kekerasan
Terhadap Anak

100

1.303.41 1.330.0 8.905

6

3,3

100

60

95,5

91

00

50

93

55

100

65

96

92

1.380.0 11.500

00

55

95

57

100

70

300 96,5

93

0

10

60

97

59

100

1.400.00

400

11.600

237

75

97 400

94

1.430.000 12.000

12

65

98

62

100

80 80
97,5 500 97,5 Dinas Kesehatan
95 95

1.450.000 12.000 1.460.000 Dinas Kesehatan

15 15
70 70
100 100
70 70
100 100



(KTA) yang
ditangani(%)
Persentase
penjaringan

kesehatan siswa(%)

Persentase anemia
remaja putri anak
sekolah (SMP &
SMA kelas 1)(%)

Persentase
puskesmas yang
melaksanakan
Penyakit Tidak
Menular (PTM)
terintegrasi(%)

Persentase
posbindu yang
melaksanakan
Penyakit Tidak
Menular ( PTM )
terintegrasi(%)

Persentase
kunjungan rawat
jalan gigi dalam
wilayah
puskesmas yang
tertangani (%)

Persentase
pemeriksaan
laboratorium di
Puskesmas(%)

Persentase calon
jemaah haji yang
diperiksa

kesehatannya(%)

Persentase
kelompok olah
raga yang
dibina(%)
Persentase
keluarga rawan
kesehatan yang
dibina(%)

96,5

9,14

70

25

100

10

100

69

100

100

80

35

100

13

100

72

100

100

90

40

100

15

100

75

100

100

95

45

100

18

100

78

100

100

100

50

100

20

100

80

100

100

100

55

100

20

100

83

100

100

100

55

100

20

100

83

100



keluarga

83 85 87 90 92 92
mandiri(%)

Persentase POS 60 70 80 90 100 100 100
UKK yang

dibina(%)

Persentase 80 85 90 95 100 100 100
penanganan

pasien gangguan

kesehatan jiwa di

puskesmas(%)

Persentase 16,67 20,80 25 29,10 33,30 37,50 37,50
puskesmas siaga

sehat jiwa(%)

Presentase 60 70 75 80 85 90 90
penanganan kasus

gangguan refraksi

pada anak

sekolah(%)

Jumlah operasi 140 160 170 180 190 200 200
katarak pada
masyarakat miskin

Persentase 20 50 60 65 70 75 75
Pengobat

tradisional yang

dibina(%)

Persentase 71 76 82 88 94 100 100
posyandu yang

memiliki Usaha

Kesehatan Gigi

Masyarakat

(UKGM) (%)

Persentase 80 82 85 87 90 90 90
posyandu yang

memiliki Usaha

Kesehatan Gigi

Sekolah (UKGS)

(%)

Persentase 20 40 50 60 70 80 80
penjaringan

gangguan refraksi

pada anak sekolah

Persentase 81,80
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(%)

Persentase
penanganan kasus
gangguan refraksi
pada anak sekolah
(%)

Peningkatan Persentase
Pelayanan Kesehatan posbindu yang
Lansia dibina(%)

Persentase
puskesmas ramah
lansia(%)
Persentase lansia
yang dibina (%)

Perbaikan Gizi Persentase Balita
Masyarakat gizi Buruk(%)

Persentase Balita
pendek (%)

Persentase
cakupan ASI
Ekslusif(%)

Persentase Balita
mendapat kapsul
Vitamin A(%)
Persentase Balita
yang ditimbang(%)
Persentase Remaja
Putri Mendapat
Fe(%)

Persentase Ibu
hamil anemia(%)
Persentase balita
gizi kurang (%)
Persentase balita
pendek (%)

Persentase
cakupan ASI
Eksklusif (%)

Persentase balita

60

85

100

100

0,47

9,4

76,4

90,41

70

20

2,8

9,4

76,4

90,41

75

70

87 600

100

100

0,35 2.030

9,3

7

91

80

15

19

9,3

77

91

89

100

100

0,3

92

78

92

85

20

18

7,5

9,2

78

92

80

700 90

100

100

2.500 0,25
9

80

93

90

25

17

80

93

700

2.700

240

85

92

100

100

0,2

8,5

85

94

95

30

16

6,5

8,5

85

94

90

800 93

100

100

3.000 0,15

90

95

100

35

15

90

95

90

800 93

100

100

3.000 0,15

90

95

100

35

15

90

95

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan



mendapat kapsul
Vitamin A (%)

Persentase ibu
hamil KEK (%)

Pencegahan dan Persentase lokasi
Penanggulangan bebas jentik
Penyakit Menular nyamuk DBD(%)

Menurunya angka
kesakitan (IR)
akibat DBD (per
100.000
penduduk)

Presentase
penemuan kasus
baru BTA positif
TBC (CDR)(%)

Persentase angka
kesembuhan TBC
(cure rate)(%)

Persentase Angka
konversi TBC(%)

Persentase
penemuan diare
balita(%)
Persentase
penderita kusta
minum obat(%)

Persentase
penanganan kasus
malaria(%)
Persentase
penemuan kasus
pneumonia
Balita(%)
Persentase
keberhasilan
pengobatan TBC
(Succes Rate) (%)

100

100

19

95

60

91,52

85

83

96,8

100

100

80

86

18

3.700 95,1

55

91,64

85

84

96,9

100

100

85

87

17

95,2

50

91,76

86

85

97

100

100

90

88

16

4.200 95,3

45

91,88

86

86

97,1

100

100

95
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4.500

15

95,4

40

92

86

87

97,2

100

100

100

90

4.800

15

95,4

40

92

86

87

97,2

100

100

100

90

Dinas Kesehatan



Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Puskesmas/
Puskesmas
Pembantu dan
Jaringannya

Standarisasi
Pelayanan Kesehatan

Cakupan Angka
Notifikasi Kasus
(CNR) TBC per
100.000 penduduk

Persentase
penanganan diare
balita (%)
Persentase
cakupan imunisasi
dasar lengkap
pada bayi (%)
Persentase
pengetahuan
Komprehensif HIV
AIDS Usia 15-24
tahun(%)

Persentase
konseling tes HIV
(VCT/PITC)(%)

Persentase ODHA

yang mendapat

ART(%)
Jumlah
puskesmas/pust
u yang
terbangun
Jumlah
Puskesmas
perawatan
Tersedianya
Sistem informasi
rujukan/kesehat
an
Sarana
Kesehatan
pemerintah
dengan sistem
pengelolaan
keuangan
BLUD(%)
Sarana
kesehatan
swasta yang
dibina(%)

146

100

80

68,4

6,6

45,4

53

65

162 171 180 189 199 199

100

81

70

10

65

56

20

75

100

82

75

15

70

8.000 59 8.500

1.050 40 2.100

80

100

83

80

20

75

62

60

85

9.500

2.200

242

100

84

85

25

80

65

80

85

9.000

3.250

100

85

95

30

85

68

100

90

9.000

3.350

100

85

95

30

85

68 Dinas Kesehatan

100 Dinas Kesehatan

90



0 20 40 60 80 100 100

Persentase

sarana

kesehatan

pemerintah yang

terakreditasi

nasional (%)
Promosi Kesehatan Persentase JKN 0 20 4.250 30 4.825 40 5.225 45 5.600 50 5.650 50 Dinas Kesehatan
dan Pemberdayaan mandiri (jumlah
Masyarakat peserta JKN

mandiri dibagi

jumlah

penduduk )(%)

Persentase 61,7 63 65 67 70 72 72

Rumah Tangga

ber-PHBS(%)

Persentase 65 67 69 71 73 75 75

Penyuluhan

Kesehatan

kepada

Masyarakat(%)

Persentase 22,49 45 50 55 60 75 75

Institusi yang

Menerapkan

100% KTR(%)

Persentase 0 6 7 8 9 10 10

Upaya Kesehatan

Berbasis

Masyarakat

(UKBM) madya

(%)

Persentase 57,9 61 64 67 70 74 74

tempat PBM

Sekolah ber-

PHBS (%)

Persentase 65 65 70 75 80 85 85

kelurahan siaga

aktif (%)

Persentase 15 20 21 24 27 30 30

posyandu

mandiri (%)
Pengembangan Persentase akses 79,3 80,5 1.460 81 1.880 81,5 2.065 82 2.235 82,5 2.400 82,5 Dinas Kesehatan
Lingkungan Sehat jamban

keluarga(%)

Persentase akses 87,4 89 92 95 98 100 100

air bersih (%)
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Pengawasan Obat
dan Makanan

Persentase akses 27,6
SPAL yang

memenuhi

syarat (%)

Persentase akses 66,9
pengelolaan

sampah (%)

Persentase 0,00
kelurahan STBM

(%)

Persentase -
kelurahan ODF

(%)

Persentase air 75
minum yang

memenuhi

syarat(%)

Persentase 16

Rumah Sakit

dan Puskesmas

dengan RTH (%)
Persentase 20
Industri dengan

sanitasi layak(%)
Persentase 50
Peskontrol yang
memenuhi

syarat(%)

Persentase TPM 25
yang laik

sehat(%)

Persentase 70
produk makanan

yang diuji

memenuhi

syarat

kesehatan(%)

Persentase 50
produk farmasi

yang diuji

memenuhi

syarat

kesehatan(%)

Persentase 90
sarana industri

rumah tangga

29,5 30 30.5 31 31,5 31,5

68,7

40

89

20

25

55

30

74

73

95

4.600

68.8

60

90

40

30

60

50

78

75

96,5

5.080

70

70

91

60

35

65

60

82

77

98

5.560

244

70,2

80

92

80

40

70

80

86

79

99

6.030

70.5

90

93

100

45

75

100

90

81

100

6.100

70,5

90

93

100

45

75

100

90

81

100

Dinas Kesehatan



Pengadaan,
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit
Mata

pangan (IRTP)
yang di bina dan
memenuhi

syarat
kesehatan(%)
Persentase jenis
obat dengan
tingkat
ketesediaa
minimal 18
bulan(%)
Persentase
penggunaan obat
generik di sarana
kesehatan
dasar(%)

Rumah Sakit
Umum Daerah

Persentase
Perawatan per
tempat tidur(%)
Persentase
Jumlah tempat
tidur Kelas III RS
Pemerintah(%)
Cakupan
pelayanan
kesehatan untuk
BPJS(%)
Persentase
Jumlah RS
dengan proporsi
25% ruang tidur
bagi kelas III(%)

100

100

100

55

40

100

25

100

100

15.00 0

60

40

100

25

20.00

100

100

0

65

40

100

25

100

100

25.000 0

67

40

100

25
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100

100

30.000 0

70

40

100

25

35.00

100

100

1

70

40

100

25

Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas
Kesehatan



PEKERJAAN UMUM

Pembangunan Jalan dan
Jembatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan

Pembangunan Saluran
Drainase/ Gorong-gorong

Pembangunan Prasarana
Pedestrian dan Pesepeda

Pembangunan Sistem
Informasi/Data Base Jalan dan
Jembatan

Jumlah panjang ruas
jalan utama (Arteri,
Kolektor & Lokal)
terbangun sesuai
arahan RTRW 2011 —
2031 (km)

Jumlah simpang yang
meningkat kapasitasnya

Jumlah panjang ruas
jalan yang
dilebarkan/ditingkatkan
kapasitasnya (km)

Jumlah panjang ruas
jalan yang ditingkatkan
strukturnya/kelasnya
(km)

Persentase panjang jalan
berkondisi mantap (baik
& sedang) dari seluruh
panjang jalan (%)

Penurunan jumlah
lokasi rawan genangan

Panjang prasarana
pedestrian yang
meningkat kapasitasnya
(pelebaran prasarana
pedestrian) (km)

Panjang prasarana
pedestrian jalan utama
terbangun (km)

Jalur sepeda yang
dikembangkan (koridor)

Jumlah sistem ter-
update

266.468

48,857

86

16

0,545

249,402

268.818 218.470 270.418

50,857

86,5

16

5,399

250,62

109.385

800

7.181

52,857

87

12

10,253

255,292

157.330

120.306

16.000

31.459

1.000

246

272.198 232.325 274.598 232.325

1,8 3,4

54,857 132.335 56,857 145.587

87,5 88

9 13.200 6 14.400

15,107 32.137 19,961 36.966

260,762 266,952

1 2 1.200

276.048

5,74

58,857

88,5

24,813

271,062

111.975 276.048 Dinas Bina Marga dan

160.185

10.400

28.118

5,74

58,9

88,5

24,813

271,062

Sumber Daya Air

Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air

Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air

Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air &

Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air



Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan

Penguatan Kebijakan dan
Regulasi Kebinamargaan

Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya

Pengembangan, Pengelolaan,
dan Konservasi Sungai, Danau
dan Sumber Daya Air Lainnya

Pengendalian Banjir

Pembangunan Dan Pengelolaan
Sistim Informasi/Data Base
Sumber Daya Air

Penguatan Kebijakan dan
Regulasi Sumber Daya Air

Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah

Rasio sarana dan
prasarana terhadap
beban layan (%)

Jumlah peraturan
bidang Bina Marga
(peraturan)

Panjang saluran irigasi
berkondisi baik (km)

Panjang sungai/saluran
berkondisi baik (km)
Panjang sungai/saluran
yang ditingkatkan
kapasitasnya (km)
Jumlah
situ/danau/kolam
retensi berkondisi baik

Jumlah kawasan rawan
banjir (lokasi)

Jumlah sistem data SDA

Jumlah peraturan
bidang Sumber Daya Air
(SDA) (peraturan)

Jumlah rumah tangga
berakses air minum
bersih (non PDAM)
Perda pengelolaan
Penambahan
Pembangunan IPAL
Pembangunan SP IPAL
Pembangunan IPLT

65

11

174,54

840

70

11

176,54

0

500

3.500 75

500 2

9.625 11
59.101 178,54

2

6

4.000 3

- 1

500 2

52.450 500

70

500

3.745

550

10.299

74.570

4.400

1.000

550

57.400

247

11

180,54 84.174

4

500

100

500

4.007

600

11.020

4.800

600

5.600

5

11

4.288

1.300

11.791

182,54 87.313

6

2

500

5.200

1.200

650

7.000

6

11

184,54

8

500

4.588

700

12.616

77.162

5.600

5.000

11

184,54

10

2500

601

500

Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air

Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air

Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air

Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air

Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air

Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air

Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air

Dinas Pengawasan
Bangunan dan
Permukiman

Dinas Kebersihan dan
Pertamanan



Tanggap Darurat Bencana
Daerah

Pemulihan Pasca Bencana

PERUMAHAN RAKYAT
Lingkungan Sehat Perumahan

Peningkatan pelayanan
limbah cair domestik (%)

Tingkat penanganan
kejadian bencana (%)

Tingkat pemulihan
pasca bencana (%)

Peningkatan Jumlah
Rumabh layak huni (unit)

Pengurangan Jumlah
titik lokasi kawasan
kumubh (titik)

Terpeliharanya jalan
lingkungan dalam
kondisi baik (m2)

Berkurangnya lokasi
rawan longsor di
lingkungan permukiman
(titik)

Peningkatan Panjang
saluran pembuangan air

1 1,2
100 100 3.000
100 100 12.000

10 15
272 77.372

43 3
548.153 100.000
3.400 120

767,400 20.000

1,5

100

100

15

340

100.000

120

20.000

3.000

12.000

77.440

248

1,7 2 2,5 2,5

100 3.000 100 10.000 100 3.000 100 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air

Dinas Pengawasan
Bangunan dan
Permukiman

Dinas Kebersihan dan
Pertamanan

100 12.000 100 3.000 100 12.000 100 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air

Dinas Kebersihan dan
Pertamanan

15 15 15 15 Dinas Pengawasan

Bangunan dan
Permukiman

408 77.958 476 78.026 544 78.094 544 Dinas Pengawasan

Bangunan dan
Permukiman

100.000 100.000 100.000 1.048.153

120 120 120 2.800

20.000 20.000 20.000 867,400



Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran

Pengelolaan Areal Pemakaman

Peningkatan Utilitas Perkotaan

Penataan dan Pengaturan
Bangunan Gedung

Pengaturan, Pembinaan,
Pengawasan Jasa Konstruksi

PENATAAN RUANG

hujan perumahan (m2)

Jumlah Jembatan
Penyebrangan Orang
(JPO) yang dibangun

Peningkatan jumlah
hunian
Rusunawa/Rusunami
(unit)

Cakupan rumah tangga
yang dilayani Sanimas
(SR)

Respon time kebakaran
(menit)

Jumlah TPU (lokasi)

Jumlah PJU (TL)

Jumlah jenis bantuan
Revitalisasi kawasan
Kajian teknis bangunan

Jumlah asosiasi
penyedia jasa yang
mendapat pembinaan
teknis

Perencanaan Tata Ruang Jumlah rencana umum,

rencana detil dan
rencana pengembangan
kawasan yang disusun

Rencana rinci
pengembangan kawasan
penyangga Kebun Raya
Bogor

13.000 22.000 14.500 23.500

o
N —
N —= O

[

—

—

518

12.200

11

15.500

14

28

36

Ada

47

Dinas Pengawasan
Bangunan dan
Permukiman

Dinas Kebersihan dan
Pertamanan

Dinas Kebersihan dan
Pertamanan

Dinas Pengawasan
Bangunan dan
Permukiman

Dinas Pengawasan
Bangunan dan
Permukiman

Dinas Pengawasan
Bangunan dan
Permukiman

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Dinas Pengawasan
Bangunan dan
Permukiman



Presentase kerlaksanaan
perencanaan tata ruang
(%)

Pemanfaatan Ruang Jumlah review zoning
PKL (terhadap 14 zona
PKL)

Tingkat konsistensi
pemanfaatan ruang

Pengendalian Pemanfaatan Presentase
Ruang keterlaksanaan
pengendalian
pemanfaatan ruang

Kesesuaian antara IMB
dengan bangunan
dilapangan (%)
Pencegahan jumlah
bangunan baru tidak
berizin (%)

Tindak lanjut atas
pengaduan pelanggaran
tata ruang (%)

Jumlah regulasi
penataan ruang
(perda/perwali)

Tingkat kesesuaian
antara PSU dengan
perizinan

Jumlah PSU yang
diserahkan pengembang

Peningkatan Peran Serta penyelenggaraan
Masyarakat dalam Penataan sosialisasi penataan
Ruang ruang (%)

Tindak lanjut
Pengaduan masyarakat
akan pelanggaran tata
ruang

90

70

100

10

100

100

20

20

90

72

100

100

100

1.050

100

250

100

40

90

92

74

100

100

100

550

1.150

523

500

100

250

60 80 100 100

200

90

60

94

76

100

100

100

1.150

683

500

100

90

80

96

78

100

100

100

200

1.150

752

500

100

90

100

98

80

100

100

100

200

1.150

827

500

100

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

4 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

90

100 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

98 Dinas Pengawasan
Bangunan dan
Permukiman

80

100

20

100

15

100 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah



PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

KONDISI
KINERJA
AWAL

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2015 2016 2017 2018 2019

RP

TARGET

RP (JUTA)

TARGET

RP

TARGET

RP

KONDISI
KINERJA
AKHIR
(2019)

OPD PJ0)

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan Pembangunan
Daerah Rawan Bencana

Perencanaan Sarana
Prasarana Kota

Kerja Sama Pembangunan

Perencanaan Pembangunan
Daerah

Perencanaan Pembangunan
Ekonomi

Pengembangan Data dan
Informasi

Perencanan Pembangunan
Sarana Prasarana

Presentase
keterlaksanaan
perencanaan
pembangunan daerah
rawan bencana

Jumlah dokumen
perencanaan sarana
prasarana perkotaan

Jalinan kerja sama antar
daerah, regional
(Jabodetabekpunjur) dan
internasional yang terjalin

Tingkat pencapaian
koordinasi
pembangunan(%)

Tersusunnya dokumen
rencana kegiatan prioritas
kecamatan (%)

Tingkat pelaksanaan
proses perencanaan
pembangunan dareah(%)

Tingkat penyusunan
dokumen perencanaan
sektoral bidang ekonomi

Tingkat ketersediaan dan
validitas data/informasi
untuk perencanaan(%)

Tingkat penyusunan
dokumen perencanaan
pembangunan sarana
prasarana(%)

Terjalin
dan aktif

20

100

20

20

80

20

TARGET

20

Terjalin
dan aktif

20

100

20

20

20

20

(JUTA)

750

1.200

713

4.000

375

450

500

40

Terjalin dan

aktif

40

100

40

40

40

40

100

1.200

713

4.000

375

450

500

251

60

2

Terjalin
dan
aktif

60

100

60

60

60

60

(JUTA)

100

1.200

650

4.000

1.238

900

500

80

2

Terjalin
dan
aktif

80

100

80

80

80

80

(JUTA)

100

1.200

650

4.000

1.275

927

500

RP
TARGET (JUTA)

100

Terjalin dan
aktif

100

100

100

100

100

100

100

1.200

800

4.000

1.313

955

500

100

10

Terjalin
dan aktif

100

100

100

100

100

100

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Sekretariat Daerah
(Bag. Pemerintahan)

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Kecamatan

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah



CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI

KONDISI
PROGRAM INDIKATOR KINERJA KINERJA 2015 2016 2017 \ 2019 KINERJA OPD PJ®
PROGRAM AKHIR
AWAL TARGET | RP (JUTA) TARGET (2019)

Perencanaan Sosial Budaya Tingkat penyusunan 20 20 638 40 638 60 591 80 609 100 627 100 Badan Perencanaan
dokumen perencanaan Pembangunan Daerah
sektoral bidang sosial
budaya(%)

Perencanaan Prasarana Tingkat penyusunan 20 20 500 40 500 60 500 80 500 100 500 100 Badan Perencanaan

Wilayah dan Sumber Daya dokumen perencanaan Pembangunan Daerah

Alam prasarana wilayah dan

sumber daya alam(%)

PERHUBUNGAN
Peningkatan Pelayanan Operasional (Jumlah) 3 4 45.783 5 19.607 6 19.351 7 34.436 7 3.307 7 Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Koridor BTS Trans Angkutan Jalan
Pakuan
Jumlah Trayek Feeder 6 10 14 17 20 23 23
Penurunan Jumlah Becak 1.725 1.300 1.000 750 500 250 250
Jumlah koridor bus 0 0 1 1 1 0 3
Angkutan wisata dalam 0 0 0 2 0 0 2
kota (paket)
Peningkatan Aksesibilitas Ketersediaan Dokumen 6 29 325.250 22 463.960 16 190.314 14 299.729 12 19.090 99 Dinas Lalu Lintas dan
Pelayanan Jasa Transportai Perencanaan Teknis Angkutan Jalan
Luas lahan yang di 0 8,25 7,5 S5 3,5 0,5 24,75
Bebaskan (Hektar)
Jumlah Kegiatan 4 12 14 17 14 11 72
Pembangunan dan
Pemeliharaan Prasarana
& Sarana Perhubungan
Peningkatan Keselamatan  Jumlah Alat Pemberi Sl 8 22.495 7 21.186 9 20.367 7 17.479 7 17.346 89 Dinas Lalu Lintas dan
dan Keamanan Transportasi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Angkutan Jalan
Terpasang
Jumlah Pelaksanaan 60 108 108 108 108 108 600
Operasi Penertiban
Gabungan

252



Peningkatan
Kompetensi SDM
Transportasi

Pengembangan
Transportasi
Ramah
Lingkungan

Jumlah Peserta

Penyegaran Petugas

Operasional LLAJ

Jumlah Peserta Sosialisasi  2.100

Pelaksanaan Uji Petik 6
Emisi Gas Buang
Kendaraan Bermotor

LINGKUNGAN HIDUP

Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan

Perbaikan,
Optimalisasi,
Operasional dan
Pemeliharaan
Fungsi TPA

Peningkatan
Pengelolaan
Sampah Berbasis
3R

Jumlah Kendaraan 22.418
Bermotor Wajib Uji

Jumlah Kendaraan Umum 0
Berbahan Bakar Alternatif

Volume Sampah Terangkut 70,37

(persen)

Jumlah kelompok 2
masyarakat (Pokmas)

pengelola sampah berbasis

3R (Pokmas per kelurahan)

Volume sampah yang
diolah di TPA Galuga (m3)

Persentase volume sampah 98,16
yang diolah di TPA (%)

Jenis 12
pengolahan/pemrosesan
akhir sampah

Jumlah fasilitas 5
pengolahan/pemrosesan
akhir sampah

1.756

Kapasitas pengolahan 2.520
(m3/hari)

Reduksi Sampah (%) 3,2
Jumlah TPS 3R di daerah 13
yang belum terlayani oleh
angkutan (lokasi)

Jumlah Bank Sampah 10
(lokasi)

Pengembangan kemitraan 0
(kelompok)

900
12

21.925

200

71,37

1.791

98,16

12

2.587

3,5
14

25

1.470

1,620

30.000

29.357

9.583

10

1.000
12

21.769

400

72,37

1.827

98,16

12

2.635

3,8

15

40

10

1.642 1.682 100
1.000 1.000
2,013 12 923 12
21.771 21.227
600 800
35.000 73,37 40.000 74,37
2 1.960 2
32.688 1.864 31.108 1.902
98,16 98,16
12 12
6 6
2.684 2.733
9.656 4,1 9.728 4,4
16 17
55 70
15 20

253

1.835

962

45.000

2.156

33.903

9.800

1.000

12

22.435

1000

75,37

1.941

98,16

12

2.783

4,7

18

85

25

1.927

1,005

50.000

176

22.920

9.872

7.000
66

22.435

1000

75,37

12

1.941

98,16

12

2.783

4,7

18

85

25

Dinas Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan

Dinas Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan

Dinas Kebersihan
dan Pertamanan

Kecamatan

Dinas Kebersihan
dan Pertamanan

Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
dan Kecamatan



Terpenuhinya target
retribusi (%)

Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan

Lingkungan Hidup

Perlindungan dan

Konservasi
Sumber Daya

Persentase pengelolaan
sampah di tingkat
rumahtangga

Jumlah usaha dan/atau
kegiatan yang telah
mentaati persyaratan
administratif dan teknis
pencegahan pencemaran
air (%)

Jumlah usaha dan/atau
kegiatan sumber tak
bergerak yang telah
mentaati persyaratan
administratif dan teknis
pencegahan pencemaran
udara (%)

Luasan yang telah
ditetapkan yang telah
ditetapkan dan
diinformasikan status
kerusakan lahan dan/atau
tanah untuk produksi
biomassa

Jumlah Usaha dan/atau
kegiatan yang memiliki ijin
pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan
(IPLC dan TPS B3)

Jumlah pengawasan
pengelolaan lingkungan
dari kegiatan dan/atau

Jumlah pengaduan
masyarakat akibat adanya
dugaan pencemaran
dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang
ditindaklanjuti (%)
Jumlah pengelolaan
limbah B3 yang dipantau

Jumlah pengendalian
pemanfaatan air tanah di
Kota Bogor (kegiatan
usaha)

400

30

180

14

20

20

20

150

60

40

200

15

2.550 40

40

40

150

70

40

3.250 200

16

2.850 60

60

60

150

80

40

3.250 200

254

17

2.550 80

80

80

150

90

40

3.250 200

18

2.550 100

100

100

150

100

200

3.250 200

2.550

3.250

18

100 Badan Pengelola
Lingkungan Hidup

100

100

25

750

100

200

200 Badan Pengelola
Lingkungan Hidup



Alam

Peningkatan
Kualitas dan
Akses Informasi

Pengelolaan
Ruang Terbuka
Hijau (Rth)

Mitigasi
dan Adaptasi
Perubahan Iklim

Kemitraan

Jumlah sumber mata air
yang dilindungi (lokasi)

Jumlah bangunan
konservasi air tanah (unit)
Jumlah perlindungan,
pelestarian dan
pengembangan
keanekaragaman hayati
(lokasi)

Jumlah dokumen
informasi kualitas
lingkungan

Luas Taman yang
memenuhi Kriteria ramah
anak, lansia dan difabel
(m2)

Jumlah taman tematik
Jumlah taman yang
dikelola komunitas

Jumlah Hutan Kota yang
terbangun (lokasi)

Jumlah inventarisasi dan
identifikasi GRK

Jumlah kampung iklim
Jumlah energy terbarukan

Fasilitasi penyelenggaraan
koordinasi dan
perencanaan lingkungan
hidup dan perubahan
iklim

Jumlah sekolah yang

Lingkungan Hidup difasilitasi dan dibina

teknis Program Adiwiyata
dan sekolah berbudaya
lingkungan

Jumlah sosialisasi
lingkungan hidup (tema)

Jumlah kampanye
lingkungan hidup

950

8.800

10.100

850

950

10.500

12.250

450

850

255

950

428.328 11.500 433.328

13.250

450

850

950

13.500

16.100

450

900

Badan Pengelola
Lingkungan Hidup

Dinas Kebersihan
dan Pertamanan

Badan Pengelola
Lingkungan Hidup

Badan Pengelola
Lingkungan Hidup

Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Badan Pengelola
Lingkungan Hidup



PERTANAHAN

Penyelesaian
Konflik-Konflik
Pertanahan

Masalah pertanahan yang
termediasi (%)

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Penataan
administrasi
kependudukan

Tertatanya administrasi
kependudukan (%)

Penguatan fungsi RT/RW
dalam penertiban dan

Pengembangan kebijakan
daerah untuk
meminimalkan dampak
negatif dari urbanisasi

KETAHANAN PANGAN

Peningkatan
Ketahanan
Pangan

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

Peningkatan
Kualitas Hidup
dan Perlindungan
Perempuan

Peningkatan
Peran Serta dan
Kesetaraan
Jender dalam
Pembangunan

Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak

Skor Pola Pangan
Harapan (%)
Stabilitas harga dan
pasokan pangan (%)

Persentase kasus
kekerasan terhadap
perempuan dan anak
yang terselesaikan (%)

Jumlah perempuan yang
memperoleh pendidikan
politik (orang)

Jumlah perempuan yang
berperan aktif di tiap
kelurahan dalam kegiatan
P2WKSS (KK)

Jumlah instansi terkait
yang memahami
perlindungan dan hak-
hak anak

Jumlah aparatur
pimpinan wilayah yang
memahami perlindungan
dan hak-hak anak

Jumlah orang tua yang
memahami perlindungan
dan hak-hak anak

Jumlah anak yang

83

100

NA

81

100

65

500

500

10

74

100

83 350

100 3.000

100

90 2.197

100

67

550

600

12

74

68

136

83

100

100

94

100

69

600

700

14

74

136

170

350 83

3.100 100

100

2.263 96

100

71

650

800

16

74

170

204

256

475 83

3.200 100

100

300 =

2.331 98

100

73

700

900

18

74

204

238

475 83

3.500 100

100

2.401 100

100

75

750

1000

20

74

238

272

475 83

3.800 100

100

2.473

100

75

750

1000

20

74

238

272

Sekretariat Daerah
(Bag. Pemerintahan)

Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil

Kantor Ketahanan
Pangan

Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Keluarga Berencana

Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Keluarga Berencana

Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Keluarga Berencana



memahami perlindungan
dan hak-hak anak

Jumlah satuan 0
pendidikan yang

memahami perlindungan

dan hak-hak anak

Jumlah Peserta pelatihan 30
perencanaan

penganggaran responsif

gender (PPRG)

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Kesehatan
Reproduksi
Remaja

Keluarga
Berencana

Peningkatan
Ketahanan dan
Pemberdayaan
Keluarga

SOSIAL

Pemberdayaan
Fakir Miskin,
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial Lainnya

Pusat Informasi dan 24
Konseling (PIK) Remaja

Kesertaan ber-KB 111.183

(Akseptor)

Anggota Kelompok 6.656
ketahanan keluarga
dalam kesertaan ber KB

Anggota kelompok NA
ketahanan keluarga

dalam bidang ketahanan

sosial

Domunen Profil Bidang 0
Sosial

Jumlah operator, 10.579
Pendamping dan Rumah

Tangga Sangat

Miskin(RTSM)/KSM

Program Keluarga

Harapan (PKH) yang

dibina

Rumah Tangga Sangat 10.544
Miskin(RTSM)/KSM Eks

Peserta Program Keluarga

Harapan (PKH)

Jumlah Lanjut Usia yang 75
ditangani

Jumlah Wanita Rawan 75
Sosial Ekonomi yang
ditangani

12

30

25

120.183

6.706

500

10.419

160

150

90

2.575

18

30

27

129.183

6.756

600

10.259

160

150

97

24 30
30 30
27 28
138.183 147.183
6.806 6.856
700 800

1 3.025 0

10.099 9.939
160 160
150 150
100 100

257

36

30

29

156.183

6.906

900

9.779

160

150

100

36

30

29 Keluarga Berencana

156.183 Keluarga Berencana
dan Keluarga
Sejahtera
6.906 Keluarga Berencana
dan Keluarga
Sejahtera

900

3.475 3 Dinas Tenaga Kerja,

Sosial dan
9.779 Transmigrasi

9.744

825

562



Pembinaan Panti
Asuhan/Panti
Jompo

Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial

Pembinaan eks
Penyandang
Penyakit Sosial
(eks narapidana,
psk, narkoba dan
penyakit sosial
lainnya)

Pembinaan Anak
Terlantar

Pembinaan Para
Penyandang
Cacat dan Trauma

Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial

Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial

Terpasilitasinya dan
Terlayani Pemulangan OT
Ke Tempat Asalnya

Pengurusan /
Pemulasaran Bagi Mayat
Terlantar

Jumlah panti asuhan
yang dibina

Pesentase Pengadaan
Lahan Panti (%)

Jumlah Anjal, Gepeng,
dan PSK yang ditangani
Anjal

Gepeng

PSK

Jumlah Korban Narkotika
dan HIV/AIDS/WTS yang
dibina

Jumlah Eks Psikotik yang
dibina

Sosialisasi Pencegahan
Korban Tindak Kekerasan
dan Trafficking (%)

Jumlah Anak Terlantar /
Anak Jalanan yang dibina

Penyandang Cacat
Trauma yang dibina

Jumlah makam pahlawan
yang terpelihara/terawat

Jumlah PSKS yang
terbina

Jumlah PSKS yang
menerima bantuan

Persentase pemenuhan
Kebutuhan Dasar Bagi
korban Bencana

Jumlah pengadaan
sekretariat POSKO
Penanggulangan Bencana

Jumlah Mobil Rescue

100

100

72

122

216
101
25

25

80

50

93

1.060

77

100

100

74 150

1.200

125
221
104
250 700
100

100

50 550

230 550

1.065 900

82

10

100 500

100

74 150

1.350

128
227
107
300 750
100

100

50 575

230 650

1.070 1.000
87
12

100 600

258

100

74

100

131
233
110
300
100

100

50

230

1075

92

14

100

190

1.500

800

650

750

1.100

650

100

79

134
239
113
300
100

100

50

230

1.080

97

16

100

240

1.650

850

675

850

1.200

700

100

78

137
245
116
300
100

100

50

230

1.085

102

18

100

230

1.800

900

750

900

1.300

750

100

78

100

137

245

116
1.475

525

100

2.750

1.243

1.085

102

18

100

100 100 100 100 100 100

Dinas Tenaga Kerja,
Sosial dan
Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja,
Sosial dan
Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja,
Sosial dan
Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja,
Sosial dan
Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja,
Sosial dan
Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja,
Sosial dan
Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja,
Sosial dan
Transmigrasi



Motor Rescue 0
KETENAGAKERJAAN
Peningkatan Jumlah pencari kerja 786 128
Kualitas dan yang dilatih di BLK
Produktivitas Jumlah pencari kerja 130 50
Tenaga Kerja yang magang di

perusahaan

Jumlah Keluarga Miskin 322 105

yang dialtih

Persentase Lembaga 50 100

Latihan Swasta (LLS) yang

dibina (%)

Jumlah Kejuruan yang 13 13

Perlindungan dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan

Peningkatan
Kesempatan Kerja

memiliki sarana dan
prasarana pelatihan kerja

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Penciptaan Iklim
Usaha Kecil
Menengah yang
Kondusif

Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi

memadai

Jumlah Balai latihan 1 1
kerja

Jumlah pekerja anak 100 100
Upah Minimum Kota 2.002.00 2.493.941
sesuai Kriteria Hidup 0

Layak (Rp)

Jumlah Angka Kecelakaan 344 333
Kerja

Jumlah penyerapan 1.308 1.347
tenaga kerja

Jumlah wirausaha baru 128 253
Persen pencari kerja yang 26 27
dilatih di BLK yang

terserap di pasar kerja

Jumlah UMKM yang 10.832 20
produktif

Jumlah kelompok usaha 72 75
yang mendapat bantuan

permodalan

Jumlah Koperasi aktif 301 85
Jumlah Lembaga 136 27

Keuangan Mikro yang
menjadi Lembaga

795

1.437

344

419

128

50

105

100

13

100

2.634.632

322

1.387

194
27

25

78

85
27

819

1.480

355

431

259

144 844

50

105

100

13

2
100 1.525
2.775.7
73
311

1.428 365

148
28

35

81

85 444
27

144

50

100

13

3

100

2.916.914

300

1.470

57
28

40

83

85
27

989

1.570

376

457

144

55

120

100

13

8

100

3.058.055

289

1.514

164
29

50

87

85
28

895

55

435

100

13

3]

1.570 100

3.058.055

289

388 1.514

944
29

11.002

476

471 726

1 2 3 4 5 5

Dinas Tenaga Kerja,
Sosial dan
Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja,
Sosial dan
Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja,
Sosial dan
Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja,
Sosial dan
Transmigrasi

Dinas Koperasi dan
UMKM

Dinas Koperasi dan
UMKM



Keuangan Mikro berbadan
hukum

Pengembangan
Sistem
Pendukung Usaha
bagi Usaha Mikro,
Kecil dan
Menengah

Penataan dan
Pemberdayaan
Pedagang Kaki
Lima

Jumlah promosi yang
dilakukan

Jumlah kemitraan dan
kerjasama UMKM

Jumlah promosi ekonomi

Persentase PKL yang
terelokasikan berdasarkan
zona

Persentase Pedagang Kaki
Lima yang direlokasi dan
mendapatkan pembinaan
(%)

PENANAMAN MODAL
Peningkatan Daya Persentase perizinan dan

Saing Penanaman
Modal

KEBUDAYAAN

Pengembangan
Nilai Budaya

non perizinan yang dapat
dilayani sesuai dengan
SOP (%)

Nilai realisasi investasi
(dalam miliar rupiah)
Jumlah promosi
penanaman modal
Cakupan perizinan yang
terlayani (%)

Jumlah pemberian
Bantuan sarana
prasarana kesenian
Jumlah Pemberian
Dukungan, Penghargaan
dan Kerjasama dibidang
Budaya

Jumlah Sosialisasi Nilai
Budaya

Jumlah Penggandaan
Buku Sejarah Bogor

Jumlah Sekolah yang
mendapatkan sosialisasi
nilai nilai tradisi.

Jumlah kelompok Peserta

25

10

100

3.583

100

666

24

100

100

100

2.100

100

666

10

26

1.835

1.105

4.323

7.244

1.125

100

100

100

2.205

100

0

15

27

1.890

1.138

4.452

8.015

1.295

260

100

100

100

2.315

100

900

18

29

1.947 5

11

1.172 2

4.585 100

100

8.973 100

2.431

100

1.685 0

21

30

2.005

1.207

4.723

9.863

1.745

13

100

100

100

2582

100

68

10

1.000

23

31

2.065

1.243

344.712

10.912

1.805

25 Dinas Koperasi dan
UMKM

13

20 Sekretariat Daerah
(Bag. Perekonomian

100 Dinas Koperasi dan
UMKM

100

100 Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu
dan Penanaman
Modal

2.552

20

100 Kecamatan

68 Dinas Kebudayaan
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

42

12

3.232

51

31



Pengelolaan
Kekayaan Budaya

Pengelolaan
Keragaman
Budaya

Lomba Seni tradisional
tingkat sekolah SD,
SMP,SMA

Jumlah perekaman dan
digitalisasi bahan pustaka

Jumlah pelajar dan
generasi muda yang
mengikuti Sosialisasi
Sejarah Tradisional

Jumlah Seminar
Pelestarian dan
pengembangan Wayang
Jumlah Situs dan Cagar
Budaya yang terpelihara

Jumlah Sekolah yang
mendapatkan sosialisasi
Cagar Budaya

Jumlah rapat koordinasi
cagar budaya

Jumlah papan nama/
paneng cagar budaya

Jumlah Pameran
Kepurbakalaan

Jumlah gelar seni yang
dikuti oleh
komunitas,kelompok
/sanggar seni

Jumlah festival seni yang
diikuti oleh sanggar seni

Jumlah Pameran Seni
Rupa yang diikuti oleh
komunitas seni rupa
Jumlah dialog
Kebudayaan

Jumlah Pagelaran
Kesenian dan Kebudayaan
Daerah

16

35

30

30

40

20

32

25

380

2.221

45

20

33

26

465 1

50

22

2.692 35

28

261

455 2

50

24

3.028 38

10

28

785 2

50

26

3.500 40

11

29

990 2 Pengelolaan

Kekayaan Budaya

235

12

18

112

54

3.872 208 Dinas Kebudayaan

Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

11

26

138



Pagelaran Wayang Golek

Pengembangan
Kerjasama
Pengelolaan
Kekayaan Budaya

Jumlah kemitraan yang
terjalin dengan lembaga
kebudayaan

Jumlah kemitraan yang
terjalin dengan lembaga
kebudayaan

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Peningkatan
Peran serta
kepemudaan

Pengembangan
dan Keserasian
Kebijakan
Pemuda

Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga

Jumlah siswa yang
mengikuti seleksi dan
diklat PASKIBRAKA

Jumlah pemuda yang
mengikuti PPAN dan BPAP

Jumlah Pemuda yang
mengikuti kegiatan
Pemuda Pelopor
Jumlah pemuda/pelajar
yang mengikuti
pembinaan/pendidikan
keagamaan di luar jam
sekolah

Jumlah pemuda yang
memahami tentang
undang - undang
kepemudaan

Jumlah Atlet dengan
cabang olahraga yang
diikutsertakan dalam
POPWIL

Jumlah Atlet dengan
cabang olahraga yang
diikutsertakan dalam
POPDA

Jumlah Atlet dengan
cabang olahraga yang
diikutsertakan dalam
Pekan Olahraga Pondok
Pesantren Daerah
(POSPEDA)

200

30

30

NA

114

116

225

40

32

100

68

127

160

705

9.477

7.034

250

50

34

100

136

130

245

726

9.762

7.245

262

275

60

36

100

136

127

300

360

748

10.05

7.462

300

70

38

100

136

140

250

395

770

10.356

7.686

325

80

40

100

136

127

150

450

793

10.667

7.917

12

450

80

40

500

612

127

140

150

Dinas Kebudayaan
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Dinas Kebudayaan

Kantor Pemuda dan
Olah Raga

Kantor Pemuda dan
Olah Raga

Kantor Pemuda dan
Olah Raga



Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga

Pekan Olahraga Pondok
Pesantren Daerah tingkat
Wilayah (POSPEDAWIL)

Pekan Olahraga Pondok
Pesantren Daerah tingkat
Jawa Barat
(POSPEDAJABAR)

Pekan Olahraga Pondok
Pesantren Daerah tingkat
Nasional (POSPEDANAS)

Jumlah Lapangan
Olahraga yang di renovasi

120

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan

Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan

Pendidikan
Politik
Masyarakat

Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Pemeliharaan
Kantrantibmas
dan Pencegahan
Tindak Kriminal

Penyelenggaraan
peringatan hari hari besar

Jumlah dialog lintas
agama

1

Jumlah masyarakat yang 600

mengikuti pembinaan
wawasan kebangsaan(per
tahun)

Tingkat partisipasi dalam
Pemilu Kota (%)

Tingkat partisipasi dalam
Pemilu Provinsi (%)

Tingkat partisipasi dalam
Pemilu Nasional (%)

Jumlah pengendalian dan
penindakan yang
dilakukan perangkat
daerah (kasus)

Titik rawan PKL yang
menjadi titik tertib PKL
(titik lokasi)

75

66

75

36

10

0 0 130 0 0 130

75

300

600

46

10

1.107

1.459

150 600

500

10.29

25

56

10

0

0

1.140 5
1.496 1

7

150 600

500 66
11.357 10

263

1.174

1.961

150

600

12.42

80

600

78

76

10

1.210

2.012

150

2.300

600

12.824

600

30

70

78

86

10

80
30

1.246 =

2.085 1
35

150 600

1.000 78
- 70

- 78
700 86
14.428 10

Sekretariat Daerah
(Bag.
Kemasyarakatan)

Kantor Pemuda dan
Olah Raga

Sekretariat Daerah
(Bag. Umum)

Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik

Satuan Polisi
Pamong Praja



850 800 750 700 650 650

Anjal yang terjaring 850

Titik-titik rawan anjal 0 2 3 3 3 3 14
menjadi bebas anjal

Aktivitas penegakan Perda 420 420 450 450 450 450 450
dan ketertiban umum

(kali)

Jumlah Linmas (orang) 3.875 3.895 3.915 3.935 3.955 3.975 3.975

Kapasitas aparat dan 69 69 69 69 69 69 69
masyarakat dalam

pelaksanaan

SIMSWAKARSA (aparat)

Penertiban pedagang dan NA 12 12 12 12 12 60
pendatang ilegal (kali)

Persentase penanganan 100 100 100 100 100 100 100 Kantor Kesatuan
kejadian konflik antar Bangsa dan Politik
golongan dan SARA (%)

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

Peningkatan Ketaatan SKPD terhadap 10 20 1.620 30 1.635 40 2.185 50 2.230 60 2.395 60 Inspektorat

Sistem peraturan dan ketentuan

Pengawasan yang berlaku (%)

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH
Persentase pejabat yang 100 100 100 100 100 100 100 Badan Kepegawaian,
melaporkan Laporan Pendidikan dan
Harta Kekayaan Pelatihan

Penyelenggara Negara
(LHKPN) secara tepat

waktu (%)
Peningkatan dan Dokumen keuangan 100 100 990 100 1.089 100 1.150 100 1.200 100 1.300 100 Badan Pengelolaan
Pengembangan (APBD dan DPA SKPD), Keuangan dan Aset
Pengelolaan laporan keuangan, dan Daerah

Keuangan Daerah pelayanan keuangan yang
dihasilkan secara tepat

264



Peningkatan

Pengelolaan Aset

Daerah

Pengendalian
Pembangunan

Pemantapan

Otonomi Daerah

dan Sistem
Administrasi
Pemerintah
Daerah

waktu (%)

Tingkat tertib
administrasi pengelolaan
keuangan (ketepatan
waktu penyampaian
dokumen laporan
keuangan daerah) (%)

Tingkat realisasi
pendapatan daerah (juta
rupiah)

Jumlah wajib pajak yang
melakukan pelaporan dan
pembayaran secara online
melalui Sistem Informasi
Pajak Daerah (SIP DEH)
(%)

Wajib pajak yang puas
dengan pelayanan
pembayaran pajak (%)

Jumlah Objek Pajak (OP)
PBB yang telah
dimutakhirkan (OP)

Pelaporan, inventarisasi,
pemeliharaan, dan
pengamanan Barang Milik
Daerah (%)

Tingkat tertib
administrasi pelaksanaan
kegiatan pembangunan
(%)

Nama Rupabumi di Kota
Bogor yang dibakukan

700

1.410.874 1.801.999 7.750

5.970

1,375

131

700

8.250

6.100

1,400

131

265

100 700

2.063.1 11.50 2.207.526

08 0
100

mening
kat

30.000
100 6,260
>97 1,425
0,8 175

700

12.000

6.500

1,450

175

700

Sekretariat Daerah
(Bag. Keuangan)

12.500 2.362.053 Dinas Pendapatan

6.700

1,475

Daerah

220.000 Dinas Pendapatan

Daerah/Kecamatan

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah

Sekretariat Daerah
(Bag. Pengendalian
Program)

Sekretariat Daerah
(Bag. Pemerintahan)



Peningkatan
pelayanan
kedinasan kepala
daerah/ wakil
kepala daerah

Pengembangan
Kapasitas
Kecamatan dan
Kelurahan

Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat

Pemberdayaan
Lembaga Sosial

Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik

Penataan Tata
Laksana

Penataan dan
Penguatan
Organisasi

Rapat kerja
Walikota/Wakil Walikota
yang terfasilitasi (%)

Tingkat realisasi agenda
kedinasan kepala daerah
(%)

Tingkat pelaksanaan
urusan yang dilimpahkan
kepada kecamatan dan
kelurahan (%)

Pengaduan masyarakat
yang ditangani (%)

Persentase Lembaga sosial
yang berpartisipasi aktif
dalam pembangunan (%)
Tenaga pendidik Diniyah
Takmiliyah yang
mendapat insentif (%)
Jumlah anggota
masyarakat peserta
pembinaan keagamaan

Jumlah lembaga
keagamaan yang
mendapatkan bantuan
sarana-prasarana

Indeks kepuasan
masyarakat pada seluruh
SKPD yang memberikan
pelayanan publik

Persentase SKPD yang
menetapkan SOP
pelayanan publik (%)
Organisasi perangkat
daerah yang tepat fungsi
dan tepat ukuran (%)

90

100

100

NA

NA

NA

NA

NA

2,50

50

100

90 800 90 850 90 900 90 900 90 950

100

100

100

60

60

10.000

20

2,65

60

100

3.500

1.725

100

200

1.050

100

500

100

100

100

65

70

12.500

25

2,80

70

100

3.500

1.045

100

200

1.100

100

500

266

100

100

100

70

80

15.000

30

2,95

80

100

3.500

1.260

150

200

1.125

100

500

100%

100

100

75

90

17.500

35

3,10

90

3.500

1.385,45

150

200

1.150

100

100

100

100

80

100

20.000

40

3,25

100

3.500

1.524

150

200

1.175

100

90

100

100

100

80

100

75.000

150

3,25

100

100

Sekretariat Daerah
(Bag. Pemerintahan)

Sekretariat Daerah
(Bag. Keuangan)

Sekretariat Daerah
(Bag. Pemerintahan)

Sekretariat Daerah
(Bag. Humas)

Sekretariat Daerah
(Bag.
Kemasyarakatan)

Sekretariat Daerah
(Bag. Organisasi)

Sekretariat Daerah
(Bag. Organisasi)

Sekretariat Daerah
(Bag. Organisasi)



Penguatan
Akuntabilitas
Kinerja

Penerapan
Reformasi
Birokrasi

Peningkatan
Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
Rakyat Daerah

Pembinaan dan
Penataan
Perangkat
Kecamatan dan
Kelurahan

Kerjasama
Pembangunan

Penataan
Peraturan
Perundang-
undangan

Penegakan
Hukum dan
Penerapan HAM

Akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah

Monitoring pelaksanaan
reformasi birokrasi (%)

Persentase Prolegda yang
disetujui menjadi Perda
(%)

Tingkat kemampuan dan
pengetahuan aparatur
kecamatan kelurahan (%)

Kerjasama regional dan
internasional (termasuk
forum-forum dan sister
city) yang digiati

Jumlah kerjasama
pemerintah daerah
dengan lembaga
penelitian dalam dan luar
negeri

Jumlah perusahaan
swasta, BUMD yang
berkontribusi terhadap

pembangunan Kota Bogor.

Persentase penyusunan
produk hukum daerah
sesuai perundang-
undangan (%)

Persentase penanganan
perkara perdata, TUN dan
HAM (%)

Penilaian penerapan HAM
oleh Kementerian

Meningkat 12.17 Meningkat 19.63 Meningkat 21.601 Meningkat

CcC C 550 BB 300 BB 300 B 300 B 550 B

- 100

35.905 80

23.762  Meningkat

800 14
15
14
2.000 100
1.700 100
95

Sekretariat Daerah
(Bag. Organisasi)

Sekretariat Daerah
(Bag. Organisasi)

Sekretariat DPRD

Kecamatan

Sekretariat Daerah
(Bagian
Pemerintahan)

Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Sekretariat Daerah
(Bag. Perekonomian)

Sekretariat Daerah
(Bagian Hukum)



Penelitian
Pengembangan

Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur

Penataan Sistem
Manajemen SDM
Aparatur

Ketersediaan dokumen

penelitian dan

pengembangan (%)

Pengisian jabatan yang 0,5 0,6 5.239 0,65
memenuhi standar

kompetensi

Persentase pegawai yang 90 95 95
terlayani administrasi

kepegawaian secara

lengkap (%)

Persentase aparatur yang 65 70 75
memiliki kompetensi

dasar sesuai kebutuhan

(%)

Gedung pendidikan dan 0 0 DED
pelatihan

Jumlah anggota KORPRI 245 250 1.500 250
yang mendapat

pembinaan,

pendampingan, bantuan,

dan/atau santunan

(orang)

Kualitas atlet PNS daerah Meningka Meningkat
t

Meningkat

Pemeringkatan jabatan 50 350 50
untuk setiap jabatan pada

OPD (%)

Pengaturan jabatan 1

fungsional dalam rangka

pengembangan karir dan

profesionalisme aparatur

(Kepwal)

7.021 0,7 7.010 0,75
100 100
80 85
Pemban Penyediaa
gunan n sarana
gedung prasarana
1.500 250 1.600 250
Mening Meningkat
kat
250 100 -
1

268

7.017

1.600

0,8

100

90

250

Meningkat

100 Badan Perencanaan

Pembangunan
Daerah
7.330 0,8 Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan
100
90
1
1.650 1.495  Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI
Meningkat

- Sekretariat Daerah
(Bag. Organisasi)



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN

Pengembangan
Lembaga
Ekonomi
Kelurahan

Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Membangun
Kelurahan

Jumlah pelaku usaha
yang mampu
menggunakan teknologi
tepat guna (orang)

Jumlah Pengurus UEK SP
yang mendapat pelatihan

Jumlah penerima KUBE
Gakin

jumlah santri yang
mendapat pelatihan
usaha ekonomi syariah

Persentase keswadayaan
masyarakat dalam
pembangunan

Lembaga Kemasyarakatan
dalam pembangunan yang
dilatih

Pengurus TP-PKK yang
dilatih (PKK)

Kader Pemberdayaan
Masyarakat yang dilatih
(kader)

Kader Pos Daya yang
dilatih

Sarana Administrasi
RT/RW Se- Kota Bogor
(buku)

Persentase partisipasi
masyarakat

240

204

2.762

400

0,7

68

74

340

68

2.048

80

300

204

2.787

500

0,72

68

74

476

68

2.505

80

796

11.30

360

204

2.812

600

0,73

68

74

612

68

2.962

85

820 420

204

2.837

700

11.643 0,74

68

74

748

68

3.419

85

269

1.126

15.99

480

204

2.862

800

0,75

68

74

884

68

3.876

90

1.159

16.469

540

204

2.887

900

0,76

68

74

1.020

68

4.335

90

1.194

16.963

540 Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Keluarga Berencana

204

2.887

900

0,76 Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Keluarga Berencana

Kecamatan
68
74
1.020
68

4.335

90



Peningkatan
Peran Perempuan
di Kelurahan

Peningkatan
Kreatifitas
Masyarakat

Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Kelurahan

Pembinaan dan
Penataan
Perangkat
Kecamatan dan
Kelurahan

Jumlah masyarakat yang
terlibat dalam
pelaksanaan Program
Daerah Pemberdayaan
Masyarakat (PDPM) (orang
per kecamatan)

Jumlah anggota
organisasi perempuan
yang berperan aktif
terhadap perlindungan
hak-hak perempuan dan
anak (orang)

Jumlah lingkungan
ramah anak (LRA)

Jumlah saung kreatif per
kelurahan

Persentase program yang
dilaksanakan Kecamatan
(%)

Masyarakat dan Kelompok
Binaan yang mengikuti
Lomba Kelurahan (orang)

Jumlah pembinaan di
wilayah (kali/tahun)

150

74

80

400

250

80

13

80

480

12

300

450

350

86

13

80

560

12

300

463

270

450

92

14

80

640

12

300

636

550 300

98

14

80 655

720

12

650

104

14

80

800

12

300 300 300 300 300 300

300

675

1.800

650

104

68

80

800

12

Kecamatan

Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Keluarga Berencana

Sekretariat Daerah
(Bag
Kemasyarakatan)

Dinas Perindustrian
&Perdagangan

Kecamatan

Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Keluarga Berencana

Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Keluarga Berencana

Kecamatan



B NPT A N

STATISTIK

Pengembangan
Data/Informasi/S
tatistik Daerah

KEARSIPAN

Perbaikan Sistem
Administrasi
Kearsipan

Penyelamatan
dan Pelestarian
Arsip Daerah

Tingkat
pemeliharaan dan
penataan dokumen
arsip kepegawaian
(%)

Persentase ketersediaan
data/informasi statistik
daerah (%)

Persentase pemutakhiran
data profil kelurahan

Penataan tata naskah
kepegawaian setiap PNS
(%)

Persentase SKPD yang
terbina sistem kearsipan
(%)

Jumlah unit kerja yang
mengintegrasikan
arsipnya dalam
pengelolaan Kantor Arsip
dan Perpusda

40

Tingkat pemeliharaan dan
penataan dokumen arsip
kepegawaian (%)

80

80

40

15

50

40

20

85

50

20

50

300

160

500

425

60

40

85

60

40

60

300 60
87
65 70
520 60
450 8
70
70

271

350

70

540

480

80

80

90

80

80

10

80

350

75

560

500

90

100

90

90

100

12

90

400

80

580

525

90

100

90

90

100

57

Badan
Kepegawai

an,
Pendidika
n dan
Pelatihan

90

Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Keluarga Berencana

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan

Kantor Arsip dan
Perpustakaan
Daerah

Kantor Arsip dan
Perpustakaan
Daerah

Tingkat
pemeliharaan dan
penataan dokumen
arsip kepegawaian
(%)

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan



PERPUSTAKAAN

Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan

Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Perpustakaan

Jumlah pengunjung
perpustakaan umum dan
keliling

Jumlah koleksi buku

jumlah perpustakaan
masyarakat

Jumlah perpustakaan
kelurahan

Jumlah perpustakaan
sekolah yang dibina

Perpustakaan bertaraf
internasional

Kendaraan perpustakaan
keliling

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa

Kerjasama
Informasi dengan
Media Massa

Fasilitasi
Peningkatan
SDM Bidang
Komunikasi dan
Informasi

SKPD yang menyediakan
informasi publik sesuai
Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi
Publik (%)

Jumlah regulasi tentang
implementasi Teknologi
Informasi dan
Komunikasi (Perwali)

Pembinaan radio
komunitas (kali)

Jumlah SDM dilatih TIK
(orang)

Jumlah jabatan
fungsional SDM TIK

37,000

44,320
10

56

52

3 unit

10

102

49,000

47,620
11
57

20

DED

20

100

743

420

17.585

50

225

61,000

50,920
12
58

20

Pembangunan
gedung

40

100

743

12.600

19.015

50

225

272

73,000 817 85,000
54,220 57,520
13 14
59 60
20 20
Penyediaan 1.000 1
sarana
prasarana
3 unit
60 80
5 23.265
1,515
1 50 1
100 225 100
2 2

871

2.000

25.240

1,561

50

225

97,000

60,820

15

61

20

100

100

930

1.210

21.640

1,608

50

225

97,000

60,820
15
61

152

1

6 unit

100

16

100%

602

10

Kantor Arsip dan
Perpustakaan Daerah

Kantor Arsip dan
Perpustakaan Daerah

Sekretariat Daerah
(Bag. Humas)

Kantor Komunikasi
dan Informatika

Sekretariat Daerah
(Bag. Humas)

Kantor Komunikasi
dan Informatika

Kantor Komunikasi
dan Informatika



URUSAN PILIHAN
PERTANIAN

Peningkatan
Produksi
Pertanian,
Peternakan dan
Perikanan

Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit
Tanaman, Ternak
dan Ikan serta
Penyediaan
Pangan Hewani
yang Aman,
Sehat, Utuh dan
Halal

Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Produksi
Pertanian,

Produktivitas Padi 6,2 6,5 3.870
(Ton/Ha)

Produksi Buah - Buahan 122.000 126.000
(Kw)

Produksi Tanaman Hias 556.000 564.000
(Pot/Tangkai)

Produksi Sayuran (Kw) 369.000 387.000
Jumlah varietas bibit 2 4
hasil kultur jaringan

Jumlah hewan yang 174.526  460.080
dipotong di RPH

Produksi susu (Liter) 1.280.000 1.342.000
Jumlah LKMA gapoktan 0 4
PUAP

Jumlah Kelompok yang 27 30
menyusun RDKK Pupuk

Bersubsidi

Jumlah Kelembagaan 0 5
Sarana dan Prasarana

Pertanian

Produksi Ikan Konsumsi 4.238 4.897
(Ton)

Produksi Benih BBI 150.000 250.000
(Ekor)

Produksi Ikan Hias (Ekor) 14.768.300 16.000.000
Jumlah Hewan Yang 202.800 103.000 900
Divaksin (Ekor)

Jumlah obat untuk 136 544
biosecurity (Liter)

Luas Pengendalian 235 70
Hama/Penyakit Tanaman

(Ha)

Jumlah Sampel 100 160
Pemeriksaan Produk

Pangan hewani

Jumlah Produk Olahan 10 15 1.982

Hasil Pertanian yang
dibina Dinas

4.257

6,6
130.000
573.000

405.000
6

550.800

1.405.000
8

5.266
350.000

17.000.000

78.200 990

680

45

170

2.180

273

6,7 4.683
134.000
581.000

424.000
8

623.520

1.469.000
12

40

5.647

550.000

18.000.000
53.400 1,089
816

45

180

25 2.398

6,8 5.151
138.000
589.000

442.000
10

732.240

1.533.000
16

45

6.061

775.000

19.000.000

28.600 1,198
952

40

190

30 2.638

6,9

142.000

597.000

460.000
12

822.960

1.597.000
20

50

6.522

900.000

20.000.000
18.800

1.088

35

200

5.666 6,9 Dinas Pertanian
142.000
597.000

460.000
12

822.960

1.597.000
20

50

6.522

900.000

20.000.000

1,318 18.800 Dinas Pertanian
1.088

0
200
2.902

35 Dinas Pertanian



Peternakan dan
Perikanan

Peningkatan
Kesejahteraan
Petani

PARIWISATA
Pengembangan

Destinasi
Pariwisata

Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata

Jumlah Produk Olahan 5
Hasil Peternakan yang

dibina Dinas

Jumlah Produk Olahan 9
Hasil Perikanan yang

dibina Dinas

Jumlah komoditas yang 4
dipasarkan di STA

Jumlah Produk yang 10
dipasarkan di Pasar Tani
Jumlah komoditas 20

Perikanan yang

dipasarkan di depo ikan

hias

Jumlah komoditas 0
Perikanan yang

dipasarkan di Depo

Pemasaran Hasil

Perikanan (Fishmart)

Jumlah kelompok tani 60
yang mendapatkan

pembinaan

Jumlah destinasi wisata 16

yang dikembangkan

Jumlah Kunjungan
Wiasatawan Nusantara

Jumlah Kunjungan 183.807
Wiasatawan

Mancanegara

Persentase peningkatan 0.5
sarana dan prasarana
pendukung pariwisata

Jumlah Hotel berfasilitas 6 hotel

MICE

Jumlah event/pameran 6
yang diikuti (kali per
tahun)

Badan promosi Belum ada
pariwisata daerah yang

terbentuk

10

15

22

20

25 244

16 2.652

3.769.787 4.146.766

202.187

0.1

7 1.469

Ada -

10

15

20

24

25

25

17

4.561.442

222.406

0.1

ada

13 16
20 25
10 12
25 30
26 28
30 35
251 26 259 26 267
2.731 17 2.813 18 2.898
5.017.586 5.519.345
244.647 269.111
0.1 0.1
2 2
1.513 8 1.558 8 1.605
- ada ada
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19

30

14

35

30

40

26

18

6.071.280

296.023

0.1

ada

19

30

14
35

30

40

275 128 Kantor Ketahanan

Pangan

2.985 18 Dinas Kebudayaan
Pariwisata dan

6.071.280 Ekonomi Kreatif

296.023

14

1.653 8 Dinas Kebudayaan
Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif



Pengembangan
Kemitraan

PERDAGANGAN

Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan

Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri

Peningkatan dan
Pengembangan
Ekspor

INDUSTRI

Pengembangan
Industri Kecil
dan Menengah

Jumlah Kompepar
Jumlah Koordinasi yang
dilakukan (per tahun)

Jumlah kerjasama yang
dilakukan

Jumlah kasus yang
diselesaikan

Jumlah pengawasan
barang beredar dan jasa
yang dilakukan di
pasaran (kali)

Jumlah Ukur Timbang
Takar (UTT)

Sosialisai perlindungan
konsumen

Haki
Halal

Tingkat pemantauan dan
pengendalian inflasi
daerah

Jumlah kerjasama
dengan jaringan
Jumlah kegiatan survey
pasar

Meningkatnya jumlah
produk berkualitas
ekspor (komoditi)

Jumlah IKM yang
produktif

Jumlah industri kreatif

Jumlah insan kreatif
yang menerima
penghargaan

Bogor Creative Forum

Jumlah komunitas
kreatif

115

32

577

200
590
100

100
100

775

192

2.343

472

1.650

663

20 2.413

100
100

23 1.699

850 682

217

275

100
100

925

252

2.486

500

1.750

703

100
100

1.000

292

2.560

515

1.802

724

35

100
100

1.075

342

2.637

1.857

746

240

450
1.090
100

29

1.075

342

Dinas Kebudayaan
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan

Sekretariat Daerah
(Bag. Perekonomian)

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan



Jumlah kelompok pelaku
industri yang
mendapatkan bantuan

permodalan
Peningkatan Jumlah IKM yang
Kemampuan menerapkan Teknologi
Teknologi
Industri

Pengembangan  Jumlah pelatihan
Kewirausahaan kewirausahaan industri
dan Keunggulan kreatif

Kompetitif Usaha j,..1.n produk

Kecil Menengah 1o 1\ 5]itas ekspor

KETRANSMIGRASIAN

Pembinaan dan  Jumlah KK calon
Penempatan transmigrasi yang
Transmigrasi mengikuti transmigrasi

Keterangan:

12

19

34

716

106

5 5

737 1 759 1 782
2 2

109 2 113 2 116

805

119

37

29

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan

Dinas Tenaga Kerja,
Sosial dan
Transmigrasi

» OPD yang tercantum sebagai penanggungjawab program (OPD PJ) dapat disesuaikan kembali jika dalam perjalanan periode RPJM
terjadi perubahan organisasi. Hal ini dilakukan tanpa harus mengubah dokumen RPJMD ini.
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